PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG3
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 2 TAHUN 1960
TENTANG
MAHKAVAH ANGKARAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA
DALAM KEADAAN PERANG

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A SELAKU
PENGUASA PERANG TERTI NGG

Meni nbang :

1. Bahwa dal am keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang
perlu dibentuk Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkat an Udara Dal am Keadaan Perang yang dapat neneri ksa dan
nmengadi | i dengan cepat per kara-perkara pidana nengenai
per buat an- perbuatan yang bertentangan dengan kai dah-kai dah
kem |literan dan/atau perbuatan-perbuatan nenentang Penerintah

yang sabh;

2. Bahwa wuntuk [|ebih nelancarkan jalannya Mahkamah Angkatan
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dal am Keadaan Perang
tersebut perlu ditinjau kenbali Peraturan Penguasa Perang

Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/ 047/1959
tanggal 19 Nopenber 1959 dan Peraturan Penerintah Penguasa
Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Udara No. 20/ Peper pu/ AU- 1958
tanggal 28 April 1958, dan disesuai kan dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an- Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

3. Bahwa karena keadaan nenaksa, Peraturan tentang Mahkanmah
Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dal am
Keadaan Perang ini perlu ditetapkan dengan Peraturan

Presi den/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan Perang Republik I ndonesia
sel aku Penguasa Perang Tertinggi;

Mengi ngat :

1. Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan
No. 3 tahun 1960;

2. Pasal -pasal 3 ayat (1),44 ayat (1) dan 6la Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an- Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

3. Undang- undang No. 5 tahun 1950 (Lenbaran-Negara 1950 No. 52)
tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadil an/ Kej aksaan dal am
I i ngkungan Peradi | an Ket ent ar aan;

4. Undang- undang No. 6 tahun 1950 (Lenbaran-Negara 1950 No. 53)
tentang Hukum Acara Pi dana dan Pengadi | an Tentara, berhubungan
dengan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958 (Lenbaran- Negara
1958 No. 1) tentang perubahan Undang-undang No. 6 tahun 1950 ;
jis Peraturan Penerintah No. 8 tahun 1958 (Lenbaran-Negara
1958/ 12) tentang penetapan hari nul ai berl akunya Undang- undang
Darurat No. 1 tahun 1958;

Menmut uskan:

Pertana : Mencabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepal a
Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpu/047/1959 tangga



19 Nopenber 1959 dan Peraturan Penguasa Perang
Pusat Kepala Staf Angkatan Udara No. 20/ Peper pu/ AU-
1958 tanggal 28 April 1958;

Kedua : Dengan nmenbat al kan semua ket ent uan yang
bert ent angan dengan Peraturan ini.

Menet apkan : Peraturan tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara Dal am Keadaan Per ang.

Pasal 1

Dal am keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang, ol eh
Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, untuk nasing-nasing
Angkat annya, dapat dibentuk satu |ebih Mhkamah Angkatan Darat,
Angkat an Laut dan Angkatan Udara Dal am Keadaan Per ang.

(1) Pada Mahkamah Angkat an Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Dal am Keadaan Perang ada seorang Ketua, seorang atau |ebih
Ketua Pengganti dan beberapa orang anggota yang senuanya
ber pangkat Perwira.

(2) Jika tidak ditentukan lain oleh Kepala Staf Angkatan yang
ber sangkut an, maka yang nenjadi Ketua/Ketua Pengganti harus
ser endah-rendahnya seorang Perw ra Menengah Ahli Hukum

(3) Pada Mahkamah Angkat an Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Dal am Keadaan Perang ada seorang Perw ra sebagai Panitera dan
seorang atau |l ebih Perwira sebagai Panitera Pengganti .

(4) Ketual/Ketua Pengganti, anggota-anggota dan Panitera/Panitera
Pengganti pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkat an Udara Dal am Keadaan Perang di angkat ol eh Kepal a St af
Angkat an yang ber sangkut an.

Pasal 3

(1) Pada tiap-tiap Mhkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkat an Udara Dal am Keadaan Perang ada seorang Perw ra ahli
Hukum sebagai Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan
Udara, yang bila perlu dibantu ol eh seorang atau |l ebih Perwira
sebagai Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara
Penggant i yang mel akukan pekerj aan Qdi tur Angkat an
Dar at / Angkat an Laut/ Angkatan Udara di bawah tanggung-j awab
Qdi tur Angkat annya.

(2) Jika tidak ditentukan lain oleh Kepala Staf Angkatan yang
ber sangkutan, nmaka yang nmenjadi Qditur/Qditur Pengganti
Angkat an Darat/ Angkat an Laut/ Angkatan Udara harus serendah-
rendahnya seorang Perwi ra Ahli Hukum

(3) itur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara dan Qditur
Angkat an Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara Pengganti pada
Mahkamah Angkatan Darat. Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Dal am Keadaan Perang, diangkat ol eh Kepala Staf Angkatan yang
ber sangkut an.

(4) Kepal a Pangl i ma- pangl i ma/ Komandan- komandan set enpat ol eh
Kepal a Staf Angkatan yang bersangkutan di perbantukan seorang
atau | ebih Perwi ra penbantu dal am nel akukan peneri ksaan.



Pasal 4

(1) Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Dal am Keadaan Perang bersidang dengan Ketua atau Ketua
Pengganti , dua orang anggota, seorang Oitur Angkatan
Dar at / Angkat an Laut/Angkatan Udara atau Qditur Angkatan
Dar at / Angkat an Laut/ Angkatan Udara Pengganti dan seorang
Panitera atau Panitera Pengganti .

(2) Dalam hal terdakwa adal ah seorang Perw ra, maka pangkat dari
Ket ua/ ket ua Penggant i beserta  anggot a-anggotanya  harus
sekur ang- kurangnya sama dengan pangkat ter dakwa.

Pasal 5

(1) Apabila didalam suatu perkara diantara terdakwa-terdakwanya
t erdapat seorang bukan anggota Angkatan Darat. Angkatan Laut
atau Angkatan Udar a, maka Kepala Staf Angkatan yang
ber sangkut an dapat nenetapkan susunan sidang yang |l ain dari
pada yang ditentukan dal am pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini.

(2) Selain hal yang tersebut dal amayat (1) pasal ini, naka Kepal a
Staf Angkatan yang bersangkutan, hanya dengan izin Menteri
Keamanan Nasional, dapat nenetapkan susunan sidang yang lain
dari pada yang ditentukan dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan
ini.

(3) Susunan sidang yang nenyinpang dari pada yang ditentutukan
dal am pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini adal ah sebanyak-banyaknya
5 (lima) orang anggota termasuk Ketua/ Ketua Pengganti nya.

Pasal 6

(1) Tenpat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang
di t et apkan ol eh Kepal a Staf Angkatan yang ber sangkut an.

(2) Jika tidak ditentukan lain oleh Kepala Staf Angkatan yang
ber sangkut an, nmaka Mahkanmah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang tersebut bersidang
di t enpat kedudukannya atau di tenpat |ain di daerah hukummya.

Pasal 7

Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Dal am Keadaan Perang nengadili dalam tingkat pertama dan terakhir
senua perkara tentang tindak pidana yang dil akukan ol eh siapapun
di dal am daerah hukumya sejak tanggal 15 Pebruari 1958 seperti
tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan/atau
dalam Bab | dan Il dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum
Pi dana.

Pasal 8
Apabil a didalam suatu perkara terdakwa-terdakwanya berasa

| ebih dari satu Angkatan, mnaka perkaranya di aj ukan kepada masi ng-
masi ng Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara



Dal am Keadaan Per ang.

Pasal 9

Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi Pengadilan Tentara

berlaku juga bagi Mhkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkat an Udara Dal am Keadaan Perang, apabila tidak bertentangan
dengan peraturan ini dengan ketentuan bahwa:

1

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

nmengenai hukum penbukti an dal am acara pi dana berl aku pasal 78
sanpai dengan 83 Undang- undang Mahkamah Agung | ndonesi a;

ket erangan saksi secara tertulis dan dibuat atas sunpah dan
di bacakan di persidangan pengadilan di sana- hargakan dengan
ket erangan |isan yang di beri kan dengan sunpah;

nmengenai barang-barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya
surat keterangan yang dibuat atas sunpah ol eh pejabat yang
ber sangkut an dengan di cantunkan macam juniah, tenpat dan
wakt u barang tersebut disita.

Pasal 10

Semua putusan yang dijatuhkan ol eh Mahkamah Angkatan Darat.
Angkat an Laut dan Angkatan Udara Dal am Keadaan Perang, sebel um
di umunkan dan dil aksanakan harus |ebi h dahul u di aj ukan kepada
Kepal a Staf Angkatan yang bersangkutan atau Pangli nma/ Komandan
setenpat yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan yang
ber sangkut an untuk nenperol eh persetujuan pelaksanaan (fiat
executi f)

Set el ah persetujuan pel aksanaan (fiat excutie) itu diperoleh,
maka ol eh Ketua Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang putusan itu segera
di umunkan dan dil aksanakan, dengan tidak nengurangi apa yang
di -tentukan dal am pasal 12 Peraturan ini.

Pasal 11

Apabila Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan atau
Pangl i ma/ Komandan set enpat yang di makdud dal am pasal 10 ayat
(1) berkeberatan untuk nenberikan prsetujuan pel aksanaan (fi at
executie), maka Kepala Staf Angkatan atau Pangli nma/ Konmandan
tersebut akan nengenukakan Kkeberatan-keberatannya terhadap
put usan itu kepada Mahkamah Angkat an Darat, Angkatan Laut atau
Angkat an Udara Dal am Keadaan Perang yang telah nenjatuhkan
put usan unt uk di perti nbangkan ol eh Mahkamah.

Apabi | a Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan
Udara Dalam Keadaan Perang dapat nenyesuai kan putusannya
dengan keber at an- keberatan yang di kenmukakan itu, nmaka putusan
yang senul a di ubah dan di sesuai kan dengan keber at an- keber at an
t er sebut.

Apabi | a Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan
Udara Dal am keadaan Perang itu tetap pada putusannya senul a,
maka Kepal a St af Angkat an yang ber sangkut an at au
Pangl i ma/ Komandan setenpat yang ditunjuk oleh Kepala Staf
Angkatan tersebut atas tanggung-jawabnya sendiri dapat



nmenangguhkan pel aksanaan putusan itu.

(4) Apabila Pangl i ma/ Komandan set enpat yang menangguhkan
pel aksanaan putusan itu, maka ia harus segera nel aporkan hal
ini kepada Kepal a Staf Angkatan yang bersangkutan dan apabila
Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan berpendapat bahwa
putusan itu harus dil aksanakan, maka Kepal a Staf Angkatan yang
ber sangkut an neneri ntahkan Panglima/ Komandan tersebut untuk
menberi kan persetuj uan pel aksanaan (fiat executie)-nya.

(5) Apabila Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan berkeberat an
terhadap putusan itu atau apabila perkaranya baginya tidak
jelas, maka ia nenyanpai kan berkas perkara tersebut kepada
Ket ua Mahkamah Tentara Agung yang akan nenberi kan putusannya.

Pasal 12

(1) Pel aksanaan putusan-putusan yang tidak nenuat hukuman nati
tidak tertunda karena pernohonan grasi.

(2) Pel aksanaan senua putusan yang nenuat hukuman mati dan tel ah
nmenper ol eh persetujuan pel aksanaan (fiat executie) Kepal a Staf
Angkat an yang bersangkutan atau Panglinma/Konmandan setenpat
yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan,
selalu harus ditunda nenurut hukum agar supaya Presiden
nmendapat kesenpatan nenberi grasi, sanpai ada keputusan
Presiden tentang hal itu

(3) Bila pernmohonan grasi diajukan, nmaka Panitera pada Mihkamah
Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dal am
Keadaan Perang yang bersangkutan mnenyanpai kan berkas perkara
kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung.

Pasal 13

Pangl i ma/ Komandan yang tersebut dal am pasal 10 Peraturan i ni
di waj i bkan nmengamat - amati agar Odi tur Angkatan Darat, Angkatan Laut
atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang berkedudukan
di daerahnya nenyel enggarakan tugasnya dengan sebai k-baiknya dan
bila Qditur Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara itu
ti dak mel akukan t ugasnya dengan sebai k- bai knya, maka
Pangl i ma/ Komandan yang ber sangkutan harus segera nel aporkan hal itu
kepada Kepal a Staf Angkatan yang bersangkutan, yang akan nenganbi
ti ndakan sebagai mana nesti nya.

Pasal 14

Apabila karena satu dan lain hal Peraturan ini tidak |ag
nmenpunyai kekuatan nengi kat, mnaka perkar a-perkara yang sedang atau
akan harus diadili berdasarkan Peraturan ini, dialihkan kepada
Pengadi | an Tent ar a.

Pasal 15

Bagi perlakuan dari pada Kitab Undang-undang Hukum Pi dana dan
Ki t ab Udang-undang Hukum Pi dana Tentara, naka:
a. didalam arti kata "tijd van oorlog" yang terdapat dal am kedua



kitab Undang-undang tersebut "ternasuk, keadaan perang"
menurut istilah Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
No. 23 tahun 1959 Lenbaran-Negara 1959 No. 139) tentang
Keadaan Bahaya;

b. didalam arti kata "vijand' yang terdapat dalam kedua kitab
Undang- undang tersebut termasuk pula orang-orang Yyang
t er hadapnya dil akukan atau dapat dilakukan tindakan dengan
kekerasan senj at a.

Pasal 16

Penbi ayaan Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkat an
Udar a Dal am Keadaan Perang di bebankan pada masi ng- masi ng Angkat an.

Pasal 17

Semua ketentuan pel aksanaan yang tel ah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.
Prt/ Peperpu/ 047/ 1959 tanggal 19 Nopenber 1959 dan Peraturan
Penguasa Perang Pusat Kepal a Staf Angkatan Udara No. 20/ Peper pu/ AU-
1958 tanggal 29 April 1958, vyang nmasih berlaku hingga nmulai
ber | akunya Peraturan ini, tetap berlaku terus menurut dan sekedar
ti dak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya
setiap orang dapat nengetahuinya, nmeneri nt ahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penenpatan dalam Lenbaran-Negara Republik
| ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 1960

Pej abat Presiden/Panglima Tertinggi
Angkat an Perang Republik I ndonesi a

DJ UANDA
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 1960.
Sel aku Penguasa Perang Terti nggi
Menteri Kehaki man,

SAHARDJO



PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG
No. 2 TAHUN 1960
t ent ang
MAHKAMAH ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DALAM
KEADAAN PERANG

PENJELASAN UMUM

Sesudah sewaj arnya bahwa dal am daerah-daerah yang neskipun
berada dal am bahaya dengan tingkatan keadaan perang menerlukan
keadaan tetap terjam nnya kepastian hukum (rechtszekerheid); hal
ini dapat diwyjudkan antara lain dengan jalan secara cepat

meneri ksa dan nengadili perkara-perkara pidana yang terjad
di daer ah- daerah tersebut.
Pengadi | an Tent ar a/ Neger i (bi asa), nmengi ngat susunan

organisasi dan sifat-sifatnya ternyata kurang cukup nemliKki
syar at - unt uk nenmenuhi tuntutan tersebut.

Maka oleh karena itu, agar supaya perkara-perkara tentang
ti ndak pi dana nengenai perbuat an-perbuat an yang bertentangan dengan
kai dah- kai dah kem literan dan/atau yang tersebut dalam Bab | dan I
dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pi dana di daerah-daerah
itu dapat diperi ksa dan diadili dengan cepat, perlu adanya Mahkamah
yang khusus.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL
Pasal 1.
Cukup j el as.
Pasal 2.
Perwi ra-perwira yang di maksudkan disini hanyalah Perwra-
perwira yang berpangkat mliter effektip, senmentara atau | okal.
Yang di maksud dengan Ahli Hukum dal am Peraturan ini, ialah
yang serendah-rendahnya telah lulus dari ujian tingkat Baccal au-
reat atau Sarjana Miuda dalam Il mu Hukum dari Perguruan Tinggi/
Akadem Penerintah atau yang di akui Peneri nt ah.
Pasal 3.

Unt uk menbant u Pangl i ma/ Komandan dal am mel akukan
peneri ksaan, kepadanya di perbantukan seorang atau lebih Perwira
yang sedapat nungki n seorang Ahli Hukum

Pasal 4.

Cukup j el as.



Pasal 5.

Unt uk nmenenuhi  kebut uhan prakt ek, kadang-kadang untuk suatu
perkara tertentu diperlukan susunan tersendiri yang terdiri dari
jum ah yang berl ainan dari pada yang telah ditentukan. Dal am hal
susunan sidang Mahkamah |ebih dari tiga orang (termasuk
Ket ua/ Ket ua Pengganti nya) diperlukan jum ah yang ganjil (termasuk
Ket ua/ Ket ua Pengganti nya).

Pasal 6, 7 dan 8.
Cukup j el as.
Pasal 9.

Angka 1 nenuat suatu peraturan tentang penbuktian yang
menyi npang dari ketentuan yang ada dalamH |.R

Kini ternyata, bahwa ketentuan penbuktian (bew jskracht)
dari al at-alat bukti terserah kepada kebijaksanaan Haki m kecual
dua hal, vyaitu tentang keterangan terdakwa dan keterangan
seseorang saksi, yang dua-duanya harus di kuatkan ol eh al at bukti
| ai n, agar dapat nenbukti kan sel uruh tuduhan.

Angka 2 cukup j el as.
Angka 3 cukup jel as.
Pasal 10 sanpai dengan pasal 14.
Cukup j el as.
Pasal 15.

Kitab Undang-undang Hukum Pi dana Tentara dan Kitab Undang
Hukum Pi dana. Pada unumya nenafsirkan perkataan-perkataan
"vijand" dan "tijd van oorlog" secara senpit sekali, sehingga
dengan dem ki an banyak orang, baik sipil mupun mliter yang
mel akukan pel anggar an- pel anggaran tidak dapat di hukum nenur ut
pasal yang nengandung kedua pengertian tersebut diatas sebaga
unsur-unsur tindak pidana yang di mnaksudkan ol eh pasal - pasal itu.

Dengan dem ki an, maka orang-orang yang nel akukan kej ahat an
di wakt u keadaan bahaya, khususnya dal am keadaan perang sepert
tersebut dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No.
23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan
Bahaya dapat nenghindarkan diri dari hukuman atau hanya
menperol eh hukuman yang jauh Ilebih ringan dari pada yang
seharusnya berhubungan dengan keadaan yang genting pada waktu
ini. Hal ini dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan
per asaan hukum Unt uk nmengat asi gej al a-gej al a yang
mengkhawat i rkan yang ti nbul dal am | apangan Kketertiban dan



keamanan unum yang nenbahayakan kel angsungan hidup dari Negara
dan bangsa dan untuk nenjam n kesel amatan Negara, maka perlu
ket ent uan- ket ent uan yang terdapat dal am Ki tab Undang- undang Hukum
Pidana Tentara disesuai kan dengan kenyataan-kenyataan yang
di hadapi ol eh Negara dan bangsa pada waktu ini

Ber hubung dengan itu maka dianggap perlu untuk menberikan
suatu pengl uasan penafsiran dari pada istilah .tijd van oorl og"
dan istilah "vijand" seperti ternmaktub dal am Kitab Undang-undang
Hukum Pi dana dan Kitab Undang-undang Hukum Pi dana Tent ar a.

Pasal 16, 17 dan 18.
Ti dak nmener | ukan penj el asan.
Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1960/ 64; TLN NO 1995



